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.Jajaran pemerintahan plovinsi/
kabupaten/kota di Sumatera

- Baratjangan cepat puas, karena
^ berhasil mendapatkan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) dari
.. Badan Pemeriksa KeuanSan.

Hal. itu terungkap dalam kun-
jungan keija.Angbotd.,Badan.
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Akmtabiiitas Publik (BAP) Dewan :

Perwakilan Oaerah iepublik In.'
'.donesia (DPD RDrdilarn rangka ,

' penyusunan rekoniehdasi BAP :

DPD RI atas temuan pemeriksaan
' BPK di Provinsi smbar; ke Kantor
'1 BPK Peruakilan Sumatera Barat, .

', .lumit (telzl."xrniier' yan! b'ei-:ir
'langsung dari 12 hingga 14 Juli: .:
': tersebut diketuai Abdul Gafar
iUsman (Riau), Emma Yohanna
(Sumatera Barat), Parlindmgan

' iurba, (Suma;ieiartJtara)i:Abiit:r':
':wati (Sumatera Selatan), Andi
' Surya (Lampung), Fahira ldris
- (DKl Jakarta), Ahmad Nirwardi
' (Jawa Timu), Abdul Rahmi (Kali- r" I

rmantan Barat), Wa Ode Hamsihah '

Bolu (Sulawesi Tenggara) dan
'1 Ghazal-iAblias Adan (Aceh). Mere-
" ka didampingi, Staf Ahli, Ali AI

Basyah dan Sekretariat, Nene

- Dedeh, Ahmad Jaelani, Botik
Anggmmega dan R Ayu Yunita W.

" "Opini WTP yang didapat pe-
'merintah daerah, untuk laporan
keuangan 2017 itu bukan lah
sebrah prestasi,lmgkap Aiiggota,.,:,

-;DPD RI Emma'Yohanna. wlP '

-j bulcan lah sebuah prestasi, mela-

" inkan memang kewajiban dalam
menggunakan APBD.t: Ia berharap, pemerintah dae'

-:rah bisa mempertahan-kan kewa-
' jibannya untuk mendapatkan
-:opini WTP untuk laporan keua-

ngan tahun berikutnya.
r Caranya dengan bekerja keras
'dan memastikan setlap rupiah
uang rakyat digunakan sesuai

l'tanggung jawab, lsesuai aturan
'dan untuk kepentingan rakyat-
j "Harus benar-benar dioaslikan

- bahwa tidak ada satu rupiah pun
' uar)g rakyat dalam APBD. y-ang

dikorupsi." tegasnya.' Semuanvatransparan,rnudah
'" dipertanggungjawabkan, tidak
u'ada ruang untuk bermain-main

dengan APBD. Ia meminta, peme-
'''rintahan daerah penggunaAPBD.

negara ini.iTgwakili hak rakyat
untuk mengelola negeri ini, ter-
masuk mengelola keuangan nega-

"Di sinilah saya melihat ada
satu proses yang sangat bagus
ratkala pcngelola keuangan ne-
gara, pejabat pemerintah dan
aparatnya ini djlaksanakan seca-
ra xransparan dan akuntabel, lalu
diperiksa oleh BPK dengan cara
bebas dan mandiri. Proses ini
kemudian melahirkan satu opini
dari satu pemeriksaan," katanya-

Ia mengharapkan, seluruh
pengelolaan keuangan 4bgara
qleh pejabat pemerintah dan
insl.ansi pemerintah. dilaksana-
kan r.lengan transparan. akun-
tabel dan sempurna.

la mengingaikan. agar se)alu
inlrospeksi diri; bersama-sama
menyadari bahwa yang dikelola
ini uang rakyat bukan uang pri-
badi, selringga harus dipertang-
gung jawabkan kepada rakyat.

"Sava sangat setujurbahwa
pihak-piiak yang sekarang belm
mengelola dengan baik harus
terus diperingatkan, disadarkan
babwa ini merupakan kewajiban
kita," tegasnya.

Kepala Sekretariat Perwakilan
BPK Rt Sumbai Zaini mengingat-
kan pemerintah daerah, bahwa

opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas hasil pemeriksaan
Laporin Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) bukan suatu pres-
tasi melainkan sesuatu yang
harus dipenuhi. Ia menjelaskan,
penyajian laporan keuangan
pemerintah daerah normalnya
memang harus mendapatkan
opini WTP

Dikatakan, opini WTP itu dibe-
rikan setelah BPK melihat dan
mcneljli penyajian )aporan wajar.
akan tetapi yangjauh iebilr pen-
ting adalah kinerja dan efektivitas
penggunaan anggaran.

Ia mengakui, selama ini peme-
rintah daerah berlomba-lomba
mendapatkan opini WTP'dalam
laporan keuangan dengan ber.
bagai strategi, akan tetapijangan
sampai mengabaikan kinerja
anggaran.Jika didapat temuan,
BPK tidak punya hak memberikan
sanksi karena ada pihak yang
lebih bemenang. Sedangkan BPK
hanya sekedar melaporkan te-
inririil tersebut. "sampai kini BPK
Perwakilan Sumbar. bdlum per-
nah menindaklanjuti iaporan
temuan sarnpai ke kepolisian,"
ungkapnya. Selain itu, jika ada
temuan maka diberikan tenggat
waktu 60 hari dari pemeriksaan
untrik mengembalikan. (009)

\,*-;
ceruornArvlere -anggou oeo nt eoort cafar usman didamping Emma Yohanna dan anSSota lainnya menyerahkan cenderamata
kepada (ep:llaSekr6tariat Perwakilan BPK Rl Sumbar Zaini usai kunker ke Kantor BPK ke Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat,

Jumat (13t). 0enggogeni)

.agztlterbuka dengan BPK: ' :

' :Karena BPK adalah, mitra
pemerintah untuk memastikan
tata kelola pemerintahan yang
baik. Ia percaya, BPK menjaga
independensi, profesionalitas
sepanjang proses pemeriksaan
sehingga dengan niat dan kerja
sama yang baik antara peme-
rintah daerah dan BPK senua
berjalah lancar. Anggota DPD Rl
:d aii d aerah: p.e. $llihanr R-iau Ab d}]l
Gafar Usman mcnegaskan, bahwa
opini Wajar Tanpa Pengecualian
(wTP) yang dikeluarkan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)' RI
untuk pemerintahan daerah bu-

'kantiihrsuatti'bi'e51ssi;;ir,',.,:1:.
Menurutnya, wTP merupakan

kewajiban dari para penyeleng-
gara negafa ini untuk dapat
melaksanakan kegiatannya yang
telah menggunakan uang rak-
yat."WTP itu bukan prestasi.
bulan satu ujian untuk lulus atau
tidak. Tapi WTP itu merupakan
kewajib3.n,,dari para penyeleng-
garddeidh i;i'untuk dap:it iIelak.
sanakan kegiatannya dengan
uang rakfi.t' yang harus'diper-
tanggung jawabkan dengan baik,"
ujarnya.

Pemerintah daerah, harus
mempertanggung jawabkan keua-

.ngan rakyat. Memirutnya, pejabat


